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BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEP ADA PIMPINAN DAN

Menimbang

Mengingat

: 1.

ANGGOTA DPRD KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA.

: a. bahwa berhubung Pemda Luwu Utara belum dapat menyediakan

Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD dan Rumah Dinas Anggota DPRD
Luwu Utara, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor (9 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

“ dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu

Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang
pemberian tunjangan perumahan kepada Wakil Ketua dan Anggota
DPRD Luwu Utara;

bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Luwu Utara.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati I Luwu Utara (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indoneisa Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Penatausahaan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi
dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000, Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor Y4, Tambahan Lembaran Nomor 4540);



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah

" Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 82);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun 2003
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor (9 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2005 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEMBERIAN

TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN LUWUUTARA.

Pasal 1

Memberikan Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Luwu Utara setiap bulannya yang besarnya sebagai berikut:

Wakil Ketua DPRD Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

Anggota DPRD Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupial)

Pasal?2

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan dalam
bentuk uang dan dibayarkan setiap bulannya terhitung sejak tanggal 1
Januari 2006



Pasal 3

Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pasal 1 dapat
diubah sesuai dengan perkembangan tingkat kemahalan harga setempat dan
perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.

Pasal 4

Tunjangan Perumahan scbagaimana dimaksud Pasal 1 dianggarkan dalam
APBD Kabupaten Luwu Utara pada Pos DPRD.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu
Utara Nomor 401 Tahun 2005 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan
Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

PPasal 6

Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal,g5 Mei 2006

UPATI LUWU UTARA
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Diundangkan di Masamba
pada tanggal og Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
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DRS. H. A. CHAERUL PANGERANG




